
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRffiUSI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

inimbang : a. bahwa kegiatan pertambangan bahan galian golongan C yang merupakan
salah satu kegiatan usaha yang penting terutama daJam rangka menunjang
kegiatan pembangunan Daerah sekaligus merupakan sumber Pendapaian Asli
Daerah yang sangat potensial, perlu mendapat pengawasan sehingga tervvujud
ketertiban umum maupun keselamatan lingkungan pada setiap kegiatan
pertambangan;
bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah maka
perlu dilakukan pelayanan, pengawasan dan pengendalian Izin Usaha
Pertambangan Bahan Galian Golongan C agar dikelola secara intensif
sehingga berdaya guna dan berhasil guna dan untuk maksud tersebut perlu
diatitr dengan Peraturan Daerah;

b.

SDgingat 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran
Negara Tahun J 970 Nomor I; Tambahan Lembaran NegaraNomor 2198);

2. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

3. Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Penibahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246;
Tambahan Lembaran NegaraNomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2599);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat D Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandating Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3794);

6 . Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

7. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusal dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
27;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63;
Tambahan Lembaran NegaraNomor 3955);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65;
Tambahan Lembaran NegaraNomor 3957);

5 .
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11. Peraturau Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undanc. Rancangan Peraluran Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

13. Peraluran Daerah Kabupatcn Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah
Talnm 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TOBA SAMOSIR

M E M U T D S K A N:

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
RETRIBUSI IZ1N
GOLONGAN C.

netapkan
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALLAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintali Daei-ah adalali Pemerintali Kabupaten Toba Samosir.
3. - Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan adalah Dinas

Perindustrian . Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Toba Samosir.
6. Bahan Galian Golongan C adalah balian galian yang tidak termasuk Bahan

Galian Golongan A (Strategis) dan B (Vital) sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1980 tentang Penggoiongan Bahan-bahan Galian.

7. Usalia Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalali segala kegialan usaha
pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian,
pengangkutan dan penjualan.

8. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk
menetapkan lebih teliti/ seksama adanyaletak bahan galian.

9. Eksploitasi adalali usalia pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan
balian galian dan memanfaatkannya.

10. Pengolalian dan Pemurnian adalali pekerjaan untuk mempertinggi mutu
balian galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang
terdapat pada bahan galian itu.

11. Pengangkutan adalali usalia pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/
pemurnian bahan galian dari wilayali eksplorasi atan tempat pengolahan/
pemurnian.

12. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/
pemurnian bahan galian.

13. Reklamasi adalali setiap pekerjaan yang bertujuan meniperbaiki,
mengembalikan pemanfaatan atau nieningkatkan daya guna lahan yang
diakibatkan o!eh usaha pertambangan umum.
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14. Surat Iziu Pertambangan Daerali yaiig selanjutnya disingkat SEPD adalah

kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban
untuk raelakukan semua kegiatan atau sebagian tahap usaha pertambangan
Balian Galian Golougan C.

15. Royalti adalali pungutan yang didaaarkan omset penjualan komoditi bahan
galian setempat.

16. Analisis Mengenai Duinpak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
dengan AMDAL adalali kajian mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha dan/alau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelengaraan usaha
dan/atau kegiatan.

17. Retribusi adalali sejuinlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah
Kabupaten oleh setiap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan
Izin Usaha Pertambangan Balian Galian Golongan C.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerali yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat keputusan untuk menentukan besaniyajumlah retribusi yang terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Secara Jabatan yang selanjutnya disebut
SKRD Secara Jabaum ;idalali penetapan retribusi daerali berdasarkan kuasa
dan wewenang yang nielekat pada jabatan seseorang apabila pejabat yang
bersangkutan nienganggap SKRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai
dengan kenyataan yang ada

20. Surat Tagihan Retribusi Daerali yang selanjutnya disebut dengan STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi adrainistratif
berupa bunga dan/'atau denda

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerali Lebili Bayar yang selanjutnya disebut
dengan SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jurnlah
kelebihan pembayanui retribusi karena juinlah kredit retribusi lebih besar dari
pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya.terutang.

22. Surat Perintah Membayar Kelebihan Reb'ibusi yang selanjutnya disebut
dengan SPMKR adalali surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada
Kas Daerali untuk mengenibalikan kelebihan retribusi kepada wajib retribusi.

23. Penyidikan Tindak Piriana Dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu niembuat jelas tindak pidana di
bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka

BAB II
. NAMA SUBJEK,OBJEK,DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi lzin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
dipungut retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan Izin Usaha. Pertambangan
Balian Galian Golongan C.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalali orarig atau badan usalia yang mendapatkan dan atau
memperoleh Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 4

Objek Retribusi adalali pelayanan pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan
Galian Golongan C oleh pemerintah kabupaten kepada orang pribadi atau badan
usaha
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TasaJ 5

Retribusi Izin Usnha PerUunbangan Bahan Galian Golongan C termasuk
golongan rolribusi poriziuan lerlenlu yang mcrupakan kegiuian Pemerintah
Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha
pertambangan Bahan GaJian Golongan C serta untuk menjaga dan melindungi
keselamatan unium.

BAB HI
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 6

Bahan Galian yang termasuk Bahan Galian Golongan C adalah:
a. Nibal;
b. Pospat-pospat;
c. Garam batu (Indite);
d. Asbes;
e. Talk:
t' Mika;
g. GrafiU
h. Magnesit;
i. Yarosit;
j. Leusit;
k. Tawas (alum);
l. Oker;
m. Batu permata;
n. Batu setengah permata;
o. Pasir kwarsa;
p. ‘ Kaolin;
q. Feldspar;
r. GipH,
s. Ikutloiiil;
L Batu apung;
u. Tras;
v. Obsidian;
w. Perlit;
x. Tanali diatome;
y. Tanah serap (iullers earth);
z. Maimer;
aa. Batu tulis;
ab Batu kapur,
ac. Dolomit;
ad. Kalsit;
ae. Granit;
af Andesit;
ag. Basal;
ah. Trakhit;
ai. Tanali liat;
aj. Pasir sepanjang tidak inengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun

golongan B dalam jumlali yang berarti ditinjau dari segi ekonomi
pertambangan;
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BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan Izin Usaha Pertambangan Bahan
Galian Golongan C dilakukan oleh Bupati.

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalar» Pasal 7 meliputi:
a mengatur, mengurus, membina dan rnengembangkan kegiatan usaha

pertambangan Bahan Galian Golongan C;
b. inelakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan Bahan Galian

Golongan C;
c. memberikan SIPD Bahan Galian Golongan C;
d. penertiban kegiatan usalia pertambangan Bahan Galian Golongan C;
e. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan

Balian Galian Golongan C aesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

f menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan
usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C termasuk hasil produksinya
kepada Bupati.

BAB V
P E R I Z I N A N

Pasal 9

(1) Setiap usaha pertambangan Balian Galian Golongan C dapat dilaksanakan
setelah mendapatkan SIPD dari Bupati.

(2) SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari:
a SIPD Eksplorasi;
b. SIPD Ekploitasi;
c. SIPD Pengolahan/Pemumian;
d. SIPD Penjualan;
e. SIPD Pengangkutan;

(1) SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini hanya untuk kegiatan
pertambangan sepanjang tidak terdapat didalarn kawasan hulan lindung
kecuali atas izin Depaitemen Kehutanan dan Perkebunan.

(2) Bentuk SIPD sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih
lanjut dengan keputusan Bupati.

(3) SIPD diterbitkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Bupati atau
pejabatyang ditunjuk.

Pasal 10

Pengusahaan pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat diberikan kepada :
a Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Koperasi;
d. Badan Hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan berkedudukan di Indonesia inempunyai pengurus yang
berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan
inempunyai lapangan usalia dibidang usalia pertambangan;

e. Perorangan yang berkewarnegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di
Daerah;
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c. tempat- tempat pekerjaan dari usaha peitambangan lain;
d. bangunan-bangunan rumah tempat tinggal, sekolah-sekolah dan pabrik-pabrik besertatanah sekitamya, kecuaJi dengan izin yang bersangkutan.

(4 ) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal inimaka dianggap eangat perlu untuk kepentingan pekerjaan izin peitambangan
daerah, pemindahan bangunan pekerjaan umurn adalah tanggung jawabpemegang izin pertambangan daerali setelah diperoleh izin dari Bupati.

Pasal 15

Pengaturan mengenai SIPD pengolohan/pemurnian, dan penjualan ditetapkandengan keputusan Bupati .

BAB VI
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 16

„ (1) Pennohonan SIPD diajukan kepada Bupati.
(2) Permohonan SIPD Eksploitasi dengan luas wilayah maksimum 5 (lima)hektar hams diiampiri dengan:

a Peta sihiasi vvilayah peitambangan yang dimohon yang menunjukan
batas-batas secara jelas dengan skala 1: 1.000 (sain berbanding seribu)
dilengkapi dengan titik koordinatnya;

b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
c. Rencanaproduksi triwulan;
d. Rekomendasi/pertimbangan dari inetasi terkait yang bervvenang;
e. Jaminan kesunggulian;
f. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP);
£. Hasil Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL);
h. Pemyataan tenaga ahli yang diiampiri riwayal. hidup, foto copy KTP, foto

copy Ijazali terakliir.
(3) Permohonan SIPD Eksploitasi dengan luas wilayah pertambangan maksimum

10 (sepuluh) hektar harus diiampiri dengan:
a Peta situasi wilayah peitambangan yang menunjukan batas titik koordinat

secarajelas dengan skala1: 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu);
b. Foto copy/salinan aide pendirian perusahaan, bukti pendailaran akte dananggaran dasar yang disyahkan oleh instansi yang berwenang;
c. Surat Keterangan/referensi Bank setempat di daerali;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. Pemyataan tenaga ahli yang diiampiri riwayat hidup, foto copy KTP, foto

copy Ijazah terakhir;
f. Laporan Eksploitasi yang rnencakup potensi endapan dan geologi

' setempat;
g. Studi kelayakan sosiaJ ekonomi, Rencana Kerja dan

pemanfaatan lahan bekas tambang;
h. Keputusan hasil AMDAL;
i. Rencana Produksi triwulan;
j. Rekomendasi/pertimbangan dari instansi terkait yang berwenang.(4) Jika pemegang SIPD tidak dapat memimpin atau melaksanakan sendiripenambangan maka pemegang SIPD wajib menunjuk Kepala TeknikTambang.

(5) Kepala teknik tambang harus ditunjuk sebelum dikeluarkan SIPD.
(6) Hanya pemohon yang telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Daeraliini dapat dipertimbangan untuk meniperoleh SIPD.

Rencana

A
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(7) Apabila untuk wilayali yang sama diajukan beberapu pemiohonan yang
memenuhi syarat, makaSIPD diberikan kepadapemohon pertama

BAB VII
WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 17 *

(1) Bupati menetnpknn wilayali pertambangan Bahan Galian Golongan C.
(2) Bupati menetapkan lokasi yang tertutup untuk pertambangan Bahan Galian

Golongan C.

Pasal 18

Berdasarkan pertimbangan sesuai dc-ugan ketentuan yang berlaku, Bupati dapat
menutup sebagian dan/alau acluruh wilayali pertambangan sebagaimana
dimaksud didam Pastil 17.

BAB VIII
PEMBEIITAN SIPD DAN MASA BEREAKUNYA

Pasal 19

(1) SPID diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.
(2) Sebelum Bupati inemberikan SIPD terlebih daliulu dimintakan pendapat

kepala Desa, Carnal dan Instansi Teknis terkait, tentang status tanah,
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup seita sosial ekonomi
masyarakat.

(3 ) Dalam setiap pemberian SJPD kurus dipertiinbangkun sil'at dan besamya
endapan Bahan Galian Golongan C serta kemampuan pemohon baik secara
teknis inaupmi keuangnn.

Pasal 20

SIPD dinyaiakan tidak berlaku apabila:
a Masa berlakunya SIPD telali berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
b. Pemegang SIPD mengembalikan kepada Bupati sebelum berakhimya jangka

wtiktu yang telali ditetapkan dalam SIPD yangbersangkutan;
c. Melanggar ketentuan sebagaimana diiuuat dalam Peraturan Daerah dan tidak

memenuhi kewajiban yang tercantuni dalam SIPD;
d. Pemegang SIPD tidak nielaksanakan usalia pertambangan Bahan Galian

Golongan C dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya SIPD
atau 2 (dun) talum menghentikan usaha penambangan balian galian golongan
C tanpa memberiktui alasau-alasan yang daptil dipertanggung jawabktm;

e. SIPD dibalalkan dengan Keputusan Bupati untuk kepentingan negara

BAB TX
KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 21

(1) Pemegang SIPD wajib inembayar retribusi dan royalty.
(-) Pemegang SUM ) sebelum mclakukan eksploitasi, wajib melaksanakan

AMDAL lerhadap lokasi /wilayali yang akan dilakukan usalia penambangan.
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(3) Peinegang S1PD wajib nielaksanakan kcgiatan penambangan dengan .

memperhalikan keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar
serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku
danpetunjuk-petunjuk Pelaksanalnspeksi Tambang Daerah (PITDA).

(4) Pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan
kegiaiannnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati.

(5) Peinegang SIPD wajib meinbuat laporan hasil AMDAL, Rencana
Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pernantauan Lingkungan secara
berkalakepada kepala dinas dan instansi terkait yang bertanggung jawab atas
pengendalian danipak lingkungan di daerah.

Pasal 22

(1) Peinegang SIPD diwajibkan mengganti kemgian akibal dari usalianya yang
berada diatas lanah kepada peinilik tanah dalam lingkungan wilayah SIPD
maupun diluaniya

(2) Kenigian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari 2 (dua) pemegang SIPD
atau lebih. dibebankan kepada inereka secara bersama-sama.

Pasal 23

(1) Bagi para koutraktor yang menggunakan Bahan Galian Golongan C untuk
pekerjaan sualu proyek pembangunan yang tertentu jangka waktunya,
diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati, guna mendapatkan izin
khusus pengambilan Bahan Galian Golongan C.

(2) Permohonan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) pasal ini harus
menyebutkan jenis dan jumlah Bahan Galian Golongan C yang dibutuhkan
serta iamanya jangka waktu pengambilan.

(3) Untuk mendapatkan izin khusus pengambilan’ Bahan Galian Golongan C
sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka syarat-syarat tersebut
dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini dianggap tidak diperlukan melainkan
cukup dengan melampirkan kontrak/rencana anggaran biaya.

(4) Ketentuan izin khusus sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), (2) dan (3)
pasal ini berlaku sepanjang belum ada pemegang SIPD pada wilayah
tersebut.

BAB X
PRINSIP PENETAPAN ,STRUKTUR DAN BESARNYA

TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

Prinsip penetapan tarif relribusi adalah untuk menutupi biaya adminstrasi, survey
lapangan, pengawasan keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan
pemeriksaan serta pembinaan dan pengaturan.

Pasal 25

(1) Besamya tarif retribusi Balian Galian Golongan C terhadap :
a SPID Eksplorasi ditetapkan sebesar Rp. 35.000,-/hektar/taliun;
b. SIPD Eksploitasi ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-/hektar/taliun;
c. SIPD Pengolalian/'peniumian sebesar Rp.1.000.000,-/tahun;
d. SIPD Pengangkutan sebesar Rp.400.000,-/tahun;
e. SIPD PenjuaJan sebesar Rp.400.000,-/taliun.

(2) Bagi pemegang SIPD Eksplorasi dan Eksploitasi yang waktunya kurang dari
1 (satu) taliun dibulatkan menjadi 1 (satu) taliun.
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Pasai 26

( J ) Khusus bahan gal i an manner dan bain setengah permata disamping
ditctapkan retribusi ditctapkan pula royalti.

(2) Besaniya Royalli ditolapkan dengan Keputusan Bupati
kesepakatan antaia pemerintah dengan pengusaha/pemegang SIPD.

setelah ada

BAB XI
PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasai 27

Besamva retribusi tetap alas wilayah SIPD, dihitung berdasarkan luas wilayah
SIPD dikalikan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang
pembayaraimya dilaksanakan pada perniulaan tahun bsrjaian.

BAB XII
USAHA PF.RTAMBANGAN SICALA KECIL

Pasai 2S

(1) Usalia pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-
kecilan atau secara gotong royong dengan alat sederhana. untuk pencaharian
sendiri, perlu dilindungi, dibimbing dan ditingkatkan pengelolaannya melalui
pengaturan.penyuluhan , pembinaan dan pengawasan/pengendalian.

(2 ) Penetapan/perubahan/pengurusan wilayah usaha pertainbangan skala kecil
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasai 29

Pengembangan usaJia pertambagan skala kecil dilakukan dengan kemitraan
sejajar melalui pertambangan skala kecil sebagai pelaksana dan penghubung
skala sectang menengali dan besar sebagai inti.

BAB XIII
REKLAMASI

Pasai .10

(1 ) Teknik penambajigan liaais direncanakan sebelum penambangan dimulai
sehingga lahan bekas tambang sudali terarah pemanfaatannya

( 2) Setelah selesai melaknkan penggalian/penambangan lahan bekas tambang
harus direklamasi oleh peinegang SIPD.

Pasai 31

( 1 ) Beuluk akhir bekas tambang harus sesuai rencana peuggunaan lahan yang
telah disepakaii. baik untuk Pemerintah Kabupalen, penambajigan rnaupun
pemilik lahan, serta perlakuau reklamasi yang mendukung rencana
penggunaan lahan pada masa yang akan da tang

( 2) Peinegang SIPD wajib inernbayar atau menyetor uang jaminan reklamasi
kepada Pemerintah Kabupaten yang jumlahnya ditctapkan dengan Keputusan
Bupati.
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(2) Bupati atau pejabaf yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajibretribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktutertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2 ) pasalini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

(1 ) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1 )diberikan tanda bukti pembayaran.
(3) Seliap pembayaran diculnt dahuu buku peiieiiinaau.
(3) Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan bukupenerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal iniditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB xvn
TATA CARA PENYKLESAIAN KEBERATAN

Pasal 39

(1 ) Wajib retribusi dapat mengajukan pennohonan keberatan atas SKRD danSTRD.
(2 ) Pennohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdisampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalamjangka waktu paling lama 6 (enam ) bulan sejak tanggai SKRD dan STRD.
(3) Peitgajuan keberatan tidak iueuuuda pembayaran.

BAB xvni
TATA CARA PERHTTUNGAN PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal do

(2) Wajib retribusi harus mengajukan pennohonan secara tertulis kepada Bupati
untuk perhitunean pengernbalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Pennoliouan sebagaimana dimaksud dalajn ayat (1) pasal ini alas kelebihanpembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uangretribusi yang telah clibayarkan.
(3 ) Atas pennohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini yangberhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan denganpembayaran retribusi selanjutnya

Pasal 41

(1) Dalam haJ kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukanperhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 40, dilerbitkan SKRDLB palinglambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya pennohonan pengernbalian kelebihanpembayaran retribusi.
(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasalini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejakditerbiikanya SKRDLB.
(3) Pengernbalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setclah lewat waktu2 (dua) bulan sejak diterbitknnya SKRDLB, Bupati memberikan imbalanbunga 2% sebuian atas keterlambaian pembayaran kelebihan reU'ibusi.
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Pasai 42

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud daJam Pasai 41 dilakukan dengan
menerbitkan SPMKR.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud da]am ayat (1) diterbitkan bukti
pemindahbukuan yang berlakujugasebagai pembayaran.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasai 43
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Daerah ini diancam pidana lcurungan paling lama 6 (enara) bulan atau denda
sebanyak-banyaknya R.p. 5.000.000,- ( limajuta rupiah).

(2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasai ini adalah pelanggaran.

BAB XX
HETENTUAN PENYIDIKAN

Pasai 44

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sobagai penyidik uutuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang HukUm Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewanang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a. menerima, meneari, inengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut lebih lengkap danjelas;’

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku-bnku, catatan-caiatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan ( indak pidana di bidang retribusi daerali;

e. melakukan penggeledehan untuk meudapatkan bahan bukti pembukuaan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap balian bukti tersebut;

£ meminta bantuan tenaga alili sete-lali mendapat izin dari pengadilan negeri
dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan niangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
padahuruf e;

h. mengambila sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana retribusi daerah;

i . memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung
jawab.

b.
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(3) Penyiclik sebagaimana dimakaud - 'dhjjtfn ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan mcnyajnpaik^n penyidikannya kepada penuntut umum
melalui PejabaiPenyidik Polisi I^epublik Indonesia, sesuai dengan ketentuan
yang diaiur daiam Undang-un'dajdg ^lukurn AcaraPidana yang berlaku.

1In XXI
KETENTXJipSfvPERALIHAN

PasaJ 45

Semua hak pertambangan dan Izin Pertanibangan Daerah, dari Badan Usaha
Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Perusahaan
Swasta, Badan Iiukum lainnya alau Perseorangan yang diperoleh berdasarkan
Peraluran yang ada sebelum berlakunya Peraluran Daerah ini, dinyatakan tetap
berlaku sanipai berakhirnya hak pertanibangan dan Izin Pertambangan Daerah
yang dimiliki atnu diknasi.

BAB xxn
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraluran Daerah mulai berlaku tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriutahkan pengundangan Peraluran
Dierali ini dengan penenipatannya daiam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggai 31 Maret 2003

BUPATt TOBA SAMOSIR

Cap/dlo

SAHALA TAMPUBOLON

jSDiundangkan di Balige
9pada tanggai 1 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KADUPA'rEN
TOBA SAMOSIR/ /

//

. PAMTNDUNGAN SIMBOLON

^D4A UTAMA MUDA
r010074688.-
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